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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: a.

: 1.

BUPATI INDRAGIRI HILiR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 11.29.A/2023
Tahun 2023 tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
peda huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri
Hilir tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234)
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201] tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran



10.

12.

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $587), sebagaimana beberapa
kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

a

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575};
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan alas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

8.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614):
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik [Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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16.

17.
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22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272};
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1};4
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuanpgan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturam Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 13
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Tahun 2019
Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021] Nomor 6};

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran



Menetapkan

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hikir
Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hib
Tahun 2023 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal ]
Perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun Anggaran 2022 terdiri dart :

1. Pendapatan Rp. 1.895.777.996.320,49
a. pendapatan asli daerah Rp. 168.201.255.788,49
b. pendapatan transfer Rp. 1.727.576.740.532,00
c. lam-lain pendapatan yang sah__— Rp. 0,00

2. Belanja
a. belanja operasi

I) belanja pegawai Rp. 766.450.308.958,00
2) belanja barang dan jasa Rp. 670.253.523.911,95
3) belanja subsidi Rp. 0,00
4) belanja hibah Rp. $1.253.347,185,36
>) belanja Dantuan sosial Rp. 6.817.297.838,00
Jumlah belanja operasi Rp. 1.494.774.477.893,31

b. belanja modal
1) belanja modal tanah Rp. 0,00
2} belanja modal peralatan

dan mesin Rp. 65.965.314.492,00
3) belanja modal gedung

dan bangunan Rp, 32.025.945.110,58
4) belanja modal jalan,

jarningan dan irigasi Rp. 62.508.157.806,32
3) belanja modal aset tetap

lainnya Rp. 4.039.578.470,00
6) belanja modal aset lainnya Rp. 8.500.000,00
Jumlah belanja modal Rp. 164.547.495.878,90

c. belanja tidak terduga Rp. 2.204.675.678,00
d. belanja transfer Rp. 279.154.264.826,00

Jumlah belanja dan transfer Rp. 1.940.680.914.276,21
Surplus Rp. (44.902.917.955,72)

a. penerimaan pembiayaan Rp. 214.996.324.G01,19
b. pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00

Jumlah pembiayaan netto Rp. 214.996.324.001,19

SiLPA Rp. 170.093.406.045,47

Pasal 2
Ringkasan laperan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasa! 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laperan
Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.



Pasal4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tangga!l 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JNDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 11

Al DENGAN ASLINYA

AB. INHIL

SETD

NIP.49780406 200501 1 009

TH ITY;


